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KATA PENGANTAR,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas Perkenan, Bimbingan dan
Ridho-Nya, DireRtorat Jenderal Pembiayaan
Perumahan dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya serta dapat meningRatRan Rinerjanya
dalam mengemban tugasnya dan  dapat

menyelesaikan Laporan Kinerjanya (LaKIP)

Laporan Kinerja (LaKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas Kinerja pencapaian Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DireRtorat Jenderal Pembiayaan
Perumahan pada Tahun Anggaran 2016.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk, pertanggungjawaban
pelaksanaan Rencana Strategis DireRtorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 yang secara betjenjang diturunkan dari
Nawacita Presiden dan Wakil Presiden R] Tahun 2014-2019 serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN) Tahun 2015-2019.
Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebagai salah satu Unit
Organisasi Eselon I di lingRungan Kementerian PeRerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 15



Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
antara lain menyelenggarakan perumusan dan pelaRsanaan Rebijakan di
bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah
melaksanakan program Pengembangan Pembiayaan Perumahan yang terdiri
dari 2 IndiRator Kinerja Program (IKP) yaitu: 1. TingRat aksesibilitas
terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk, rumah
tangga masyarakat berpenghasilan rendah; 2. Persentase penurunan
Rekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan
pembiayaan perumahan.

ARhir kata, semoga laporan Rinerja (LaKIP) ini dapat memenuhi
harapan sebagai pertanggungjawaban Unit Organisasi DireRtorat Jenderal
Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan Rinerja yang telah

ditetapkan sebagai pendorong peningRatan Rinetja organisasi.

Jakarta, Desember 2016
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan

urin Sitorus
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Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan
dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Penjelasan Singkat Mengenai Perjanjian Kinerja Direktur
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Revisi ke 01 Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) BA.
999.03 Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat
Pembiayaan Perumahan tanggal : 21 Desember 2016;

Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) BA. 999.07 Satuan
Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;

Notulen Rapat Tentang Pembiayaan KPR Sejahtera Dengan
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tanggal
16 Nopember 2016;

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia
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bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Tahun 2015-2019, telah dijabarkan Visi jangka menengah, yaitu “Mewujudkan
sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien,
dan akuntabel”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan
dilaksanakan dalam bidang pembiayaan perumahan adalah: (1) mengembangkan
skema-skema bantuan pembiayaan perumahan, sebagai upaya meningkatkan
keterjangkauan MBR untuk menempati hunian yang layak; (2) meningkatkan
jumlah lembaga keuangan yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan
perumahan, sebagai upaya memperluas akses MBR untuk mendapatkan KPR; (3)
Mendorong pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan, khususnya pembiayaan
jangka panjang, sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang
berkelanjutan; (4) mendorong dan meningkatkan investasi pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman; dan (5) meningkatkan peran pemerintah

daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembiayaan perumahan.

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam pernyataan visi, misi,
tujuan, strategi kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, ditetapkan
Program Pengembangan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan
sebagai program teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan
Perumahan sebagai Unit Organisasi Eselon |. Sedangkan Sasaran Program
(Outcome) dari Program Pengembangan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
Perumahan adalah “Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang
menghuni dan atau memiliki rumah layak huni yang mendapat bantuan

fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan”.

Pada tahun 2016, target penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) sebesar 95.913 unit rumah dan Bantuan Subsidi Selisih
Bunga sebesar 431.096 unit rumah, sehingga total target keseluruhan Direktorat
Jenderal Pembiayaan Perumahan sesusai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
adalah sebesar 527.009 unit rumah. Target tersebut belum dapat direalisasikan

dikarenakan pencapaian kinerjanya hanya mencapai 183.206 unit rumah atau



setara dengan 34,76%. Capaian tersebut terdiri dari capaian: 1) Indikator Kinerja
Program (IKP) 1: “Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan
pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat” dari target 8,93% hanya
dapat terealisasi sebesar 3,11% atau dengan capaian sebesar 34,76%; dan
capaian IKP 2: “Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog)
melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan” dari target 23,95%

hanya dapat terealisasi sebesar 8,33% atau dengan capaian sebesar 34,76%.

Total anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan
Perumahan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 12.913.466.131.000,-
yang terdiri dari :

e BA. 033 sebesar Rp. 224.171.215.000,-
e BA. 999.03 sebesar Rp. 10.127.931.000.000,-
e BA. 999.07 sebesar Rp. 2.561.363.916.000,-

Secara umum, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan belum dapat
mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal
Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktorat
Jenderal Pembiayaan Perumahan Tahun 2016. Untuk itu, Direktorat Jenderal
Pembiayaan Perumahan akan terus berupaya dan berkinerja lebih giat dengan
menyempurnakan kebijakan yang telah ada, mengoptimalkan pencapaian Sasaran
Program, meningkatkan kinerja melalui pengembangan sumber daya manusia dan
akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta para pemangku
kepentingan (stakeholder) di bidang pembiayaan perumahan sehingga capaian

kinerja dapat ditingkatkan di tahun mendatang.

Xi



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan komitmen global, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025
menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman jangka panjang adalah terpenuhinya rumah yang layak huni dan
terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang
memadai, yang harus didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang

berkelanjutan, efisien dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan berbagai program
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 yang
dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2015-2019. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada
instansi Pemerintah sudah dicanangkan sejak pemberlakuan Undang-Undang No.
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai
tahun 2015. Dalam penyusunan ABK, setiap instansi Pemerintah terlebih dahulu

harus menyusun Rencana Strategis atau strategic planning.

Dari sisi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari
APBN, Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) yang menyebutkan bahwa Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan
Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

' L
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Tahun 2016



Upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi. Salah satu azas penyelenggaraan good
governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah
azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Dalam Laporan Kinerja ini disusun dan dikoordinasikan dengan Sekretariat
Jenderal Kementerian PUPR dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
sebagai koordinator penyusunan Laporan Kinerja di internal Kementerian PUPR,
serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagai koordinator penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan instansi

pemerintah.
Gambar 1.1 :
Bapak Menteri PUPR didampingi
Direktur Jenderal Pembiayaan

Perumahan pada saat wawancara
dengan media terkait Ground Breaking
General Land Bekasi

' REI NTT BERSINERGI
_____ MENYUKSESKAN PROGRAM
—_— SEJUTA RUMAH

Musyawarah Daerah Vil
Dewan Perwakilan Daerah Real Estat Indonesia
Propinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 1.2:

Direktur Jenderal Pembiayaan
Perumahan mewakili Bapak Menteri
PUPR dalam acara Musda ke VII REI
Provinsi NTT guna Menyukseskan

DIRJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MEMBERIKAN SAMBUTAN

Program Satu Juta Rumah DI ACARA MUSDA VIl REI PROVINSE NTT

NOVEMBER 2016
& %
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1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat

Jenderal Pembiayaan adalah sebagai berikut:
1.2.1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pembiayaan

Perumahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
1.2.2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
1.2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Jenderal
Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem
pembiayaan perumahan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan
bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah;

d. pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pembiayaan perumahan;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan
perumahan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan

perumahan;

' D T: C .
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h. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pembiayaan
perumahan; dan

I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Gambar 1.3 :

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan melaksanakan kegiatan dalam rangka

Pencanangan Percepatan Implementasi Dalam Mendukung Program Pembangunan
Satu Juta Rumah

vV
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1 1.2.4. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat
Jenderal Pembiayaan Perumahan dibantu oleh beberapa Unit Kerja Eselon
Il seperti yang tertuang dalam berikut ini :

Gambar 1.4
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

Gambar 1.5:

Direktur Jenderal Pembiayaan
Perumahan bersama para pimpinan
Eselon 1l dilingkungan Direktorat
Jenderal Pembiayaan Perumahan

. _d
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